
 

 

PENERAPAN SISTEM E-COURT 

DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT 

(Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME) 

 

SKRIPSI 

 
Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Oleh: 

YEVVI NEVELYA HERWIN 

02011182025077 

 

 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS HUKUM 

INDRALAYA 

2024 



i 
 

 

 
 



ii 
 

 



iii 
 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Ada yang memang tak bisa digapai 

 

Ada juga yang butuh waktu dan pengorbanan baru bisa kau capai 

Tak sedikit juga yang kau dapat tanpa kau ingin dan tanpa kau usahakan 

Intinya menerima adalah cara termudah untuk tetap hidup dengan damai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini ku persembahkan kepada : 

 

 Kedua orang tua dan saudara-saudariku 

 

 Keluarga besarku 

 

 Sahabat dan teman-teman 

 

 Almamater Universitas Sriwijaya 



KATA PENGANTAR 

iv 

 

 

 
 

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

 
 

Puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena 

atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

atau skripsi dengan judul “PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM 

PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME)”. Penulis menyampaikan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. 

Dapat dipahami bahwasanya dengan selesainya skripsi ini tergantung pula kepada 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung 

didalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna baik dari segi materi 

maupun penyajiannya dikarenakan keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dalam 

penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna 

dan bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum perdata. 

 

 

Indralaya, 07 Juni 2024 

 
Yevvi Nevelya Herwin 

NIM. 02011182025077 



UCAPAN TERIMA KASIH 

v 

 

 

 
 

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan 

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang 

berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain : 

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas 

Sriwijaya atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami 

untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya; 

2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya; 

3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya; 

4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil 

Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; 

5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya; 

6. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi yakni Bapak Medi 

Herwin dan Ibu Ermah. Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang 

telah diberikan, semangat, dukungan untuk saya sehingga selesailah skripsi 

saya berkat segala ridho dan do’a kalian; 

7. Saudara-saudari yang saya sayangi, Fenno Fernando Herwin, Yossi Veronica 

Herwin dan Syahira Yolanda Herwin karena telah memberikan semangat serta 

dukungan dikala saya sedang jenuh mengerjakan skripsi; 



vi 

 

 

 

 

8. Sepupuku Eka Marsianti dan Scania Ririanti, terimakasih sudah mau 

mendengarkan, memberi solusi atas semua keluh kesah selama pengerjaan 

skripsi ini; 

9. Keluarga besar saya yang telah memberikan doa, motivasi dan juga dukungan 

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini; 

10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, 

dan bantuan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini; 

11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, 

dan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 

12. Bapak Alm. Ahmaturrahman, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang 

telah memberikan waktunya, saran-sarannya, pengarahan dan telah 

membimbing Penulis dalam proses pengerjaan skripsi; 

13. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Penasehat Akademik 

saya dari pertengahan masa perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan 

semangat, arahan serta motivasi; 

14. Ibu Fidelia, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan pengarahan dan informasi kepada penulis di awal perkuliahan; 

15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa, selalu memberikan 

dukungan untuk senantiasa bekerja keras guna meraih cita-cita; 



vii 

 

 

 

 

16. Seluruh Staf dan Kepegawaian Universitas Sriwijaya khususnya di Fakultas 

Hukum, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang memfasilitasi 

dan memberikan banyak bantuan kepada Penulis selama menjalani 

perkuliahan; 

17. Sahabat seperjuangan sejak menjalani perkuliahan yaitu Haura Prima Rasicha, 

Devi Ramadhayanti, Rifli Azzahra Putri, Resya Nanda Dewi Utami, Farkha 

Al Munawaroh, Taruna Bagus Pramana dan Muhammad Arvin Wihanusa 

yang saling membantu serta memberikan dukungan satu sama lain; 

18. Sahabat Samuel Kost yaitu Devi Ramadhayanti, Angeli Hawa Rani, Dwi 

Ulinda Sari, dan Wifika Sintari yang menjadi tempat berkeluh kesah, 

memberikan semangat, saran serta masukan dalam pengerjaan skripsi saya; 

19. Sahabat sejak SMA Melsha Febia yang senantiasa setia mendengarkan keluh 

kesah mengenai semua hal yang dihadapi; 

20. Teman-teman kuliah yang sering memberikan informasi serta bantuan yaitu 

Muhammad Bachrudin, Yuli Sahara Hasibuan, Rahmat Karim, Muhammad 

Rafli Akbar, Muhammad Dafa Salim, Yamisa Fitriani, dan Olivia Ardella; 

21. Teman-teman F8 PLKH 2023 yang telah bekerjasama dan memberikan warna 

warni kehidupan dalam menjalani PLKH; 

22. Seluruh Staf beserta jajarannya di Pengadilan Agama Muara Enim yang telah 

mengizinkan untuk menimba ilmu dan pengalaman yang sangat berharga 

kepada penulis; 

23. Segenap teman-teman angkatan 2020, khususnya Progam Kekhususan Hukum 

Perdata atas kebersamaan selama menjalani perkuliahan; 



viii 

 

 

 

 

24. Seluruh teman, adik, dan kakak tingkat, serta masih banyak lagi pihak yang 

terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebaikan yang telah diberikan dibalas 

dengan kebaikan pula oleh Allah SWT 

25. Terakhir, kepada diri saya sendiri Yevvi Nevelya Herwin. Terimakasih sudah 

bertahan dan tetap memilih berusaha sampai titik ini. Walau seringkali merasa 

putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terimakasih tetap 

menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. 

Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses 

penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal 

mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. 

Berbahagialah selalu dimanapun berada Yevvi. Apapun kurang dan lebihmu, 

mari merayakan diri sendiri. 

 

 

 

Indralaya, 07 Juni 2024 

            

 

Yevvi Nevelya Herwin 

NIM.02011182025077 



ix 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ...............................................................................................i 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN ..................................................................................... iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................ iv 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ v 

UCAPAN TERIMA KASIH .................................................................................vi 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix 

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... xi 

ABSTRAK ........................................................................................................... xii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1 

B. Rumusan Masalah........................................................................................ 11 

C. Tujuan Penelitian ......................................................................................... 11 

D. Manfaat Penelitian....................................................................................... 12 

E. Ruang Lingkup Penelitian ........................................................................... 13 

F. Kerangka Teori ............................................................................................ 13 

1. Teori Kepastian Hukum ......................................................................... 13 

2. Teori Efektivitas Hukum ....................................................................... 18 

3. Teori Hukum Responsif ......................................................................... 25 

G. Metode Penelitian ........................................................................................ 28 

1. Jenis Penelitian ...................................................................................... 28 

2. Pendekatan Penelitian ............................................................................ 29 

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum ........................................................... 30 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..................................................... 33 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum .............................................................. 33 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan .............................................................. 33 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 34 

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .......................................................... 34 

1. Pengertian Perceraian ........................................................................... 34 

2. Dasar Hukum Perceraian ...................................................................... 36 



x 

 

 

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian ................................... 39 

4. Bentuk dan Jenis Perceraian ................................................................. 43 

B. Kewenangan Pengadilan Agama ................................................................ 45 

C. Sistem E-Court di Lembaga Peradilan Indonesia ....................................... 47 

1. Lembaga Peradilan di Indonesia ........................................................... 47 

2. Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik .................... 51 

3. E-Court di Pengadilan Agama Muara Enim......................................... 71 

BAB III PEMBAHASAN .................................................................................... 73 

1. Pengaturan Mengenai Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Cerai 

Gugat .......................................................................................................... 73 

2. Penerapan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat ....... 85 

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 91 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 91 

B. Saran ........................................................................................................... 92 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 94 

LAMPIRAN 



xi 

 

 

 

 
DAFTAR SINGKATAN 

 

 

ATR : Audio To Text Recording 

HIR : Herziene Indonesisch Reglement 

ITE : Informasi dan Transaksi Ekonomi 

Jo : Juncto 

KHI : Kompilasi Hukum Islam 

KUHPerdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

KOMDANAS : Komunikasi Data Nasional 

PA : Pengadilan Agama 

PERMA : Peraturan Mahkamah Agung 

PNPB : Penerimaan Negara Bukan Pajak 

PP : Peraturan Pemerintah 

RBg : Rechlsreglement voor de Buitengewesten 

Rv  : Reglement op de Burgerjlik Rechsyordering 

SIAP  : Sistem Informasi Administrasi Perkara 

SIMARI  : Sistem Informasi Mahkamah Agung RI 

SIPP  : Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

SIWAS  : Sistem Pengawasan Mahkamah Agung RI 

SKUM  : Surat Kuasa Untuk Membayar 

SPPT : Sistem Pertukaran Data Perkara 

Stbl : Staatsblad (Het Staatsblad van Nederlandsch- Indie atau disebut 

Het Staatsblad van Indonesie) 

UU : Undang-Undang 

VA : Virtual Account 

UU : Undang-Undang 



xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Revolusi industri 4.0 atau revolusi generasi keempat merupakan era yang 

dikenal dengan pengembangan teknologi lebih lanjut, ditandai dengan meluasnya 

penggunaan internet yang mempercepat transformasi eksistensi manusia dari 

tradisional menjadi kontemporer. Perubahan pola tersebut juga merambat ke 

dalam dunia hukum1, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo 

bahwasanya “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Artinya 

apabila suatu hukum sudah tidak sesuai maka bukan manusia yang harus dipaksa 

untuk menyelesaikan hukum tersebut melainkan hukumnya yang harus 

disesuaikan dengan perkembangan tuntutan dari manusia.2 

Demikian dengan perkembangan cara untuk beracara di Pengadilan 

Agama, Hukum Acara Perdata mengatur tentang cara untuk mengajukan tuntutan 

hak, memeriksa memutus dan melaksanakan putusan hakim. Hukum perdata 

materiil hanya dapat ditegakkan melalui Pengadilan dengan Hukum Acara 

Perdata. Dengan pengertian lain, hukum acara perdata adalah alat untuk 

menegakkan hukum perdata yang direpresentasikan oleh negara melalui otoritas 

lembaga resmi yang disebut dengan peradilan. Lembaga peradilan merupakan hal 
 

1Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya 

Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” 

Jurnal Legalita, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Kotabumi, Volume 

Nomor 1, 2020, hlm. 23 
2 Supandi, Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 

Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia, (Semarang: Undip Press, 2019), hlm. 
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yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara, karena lembaga peradilan 

berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.3 Istilah 

peradilan dan pengadilan memiliki makna yang berbeda walaupun sering dipakai 

untuk arti yang sama. Peradilan merupakan suatu sistem yang mengatur agar 

kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan, sedangkan pengadilan adalah perangkat 

organisasi penyelenggaraan peradilan.4 

Salah satu dari tiga Peradilan Khusus di lingkungan Peradilan Indonesia 

adalah Peradilan Agama; dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan khusus karena Peradilan Agama 

menangani kasus tertentu atau orang-orang tertentu. Dalam hal ini, Peradilan 

Agama hanya berwenang di bidang perdata, bukan pidana yang artinya hanya 

menangani orang Islam di Indonesia tetapi tidak mencakup seluruh perdata Islam 

dalam kasus tertentu.5 

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah di atur secara 

khusus dalam Undang- undang ini.6 Pemberlakuan hukum acara dalam 

lingkungan peradilan agama tersebut telah menghilangkan executoir 

3 Asni, “Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan 

Buton”,Jurnal Al-Adalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

Lampung, Volume No 14, 2017, hlm. 82 
4 Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, 

(Bandung: Alumni, 2012), hlm. 216 
5 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 

hlm. 5 
6 Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
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verklaaring(pengukuhan) yang pernah berlaku sebelumnya. Dengan demikian, 

Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa mulai 

dari pendaftaran perkara, putusan dan pelaksanaan putusan. 

Hukum Acara Perdata merupakan tuntunan bagi mereka yang sedang 

berperkara, agar perkara yang dihadapi dapat diperiksa oleh pengadilan. Hal-hal 

tersebut terhambat oleh kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Melihat hasil 

analisis Bank Dunia melalui survei Ease of Doing Business (selanjutnya 

disingkat) EODB yang mengevaluasi Indeks Kualitas Proses Peradilan (Quality of 

Court Process Index), Indonesia termasuk belum memadai disebabkan beberapa 

hal berikut, yaitu : 

1) Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara 

elektronik melalui suatu platform khusus yang terdedikasi khusus; 

2) Pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap 

pihak berperkara secara elektronik; 

3) Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara 

elektronik.7 

Hasil survei EODB tersebut selaras dengan salah satu masalah peradilan 

Indonesia yang disebutkan oleh Bagir Manan, yaitu meski peradilan sudah hebat 

dalam mengatur anggarannya sendiri, masih terdapat lack of facilities (kurangnya 

fasilitas) sehubungan dengan masih banyak pengadilan yang tidak memiliki akses 

 

 
 

7 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, “Pengadilan Siap 

Menyambut Kehadiran Elitigasi” http://ditjen miltun.mahkamahagung.go.id/ diakses pada 9 

September 2023 pukul 14:20 WIB. 

http://ditjen/
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internet dan informasi mengingat lokasinya yang jauh sekali dari ibukota.8Kondisi 

geografis Indonesia dan relevansinya dengan pelaksanaan pemerataan 

keadilan,memang masih belum merata dikarenakan banyaknya masyarakat 

berdomisili di daerah pelosok yang harus mengorbankan waktu, tenaga maupun 

biaya untuk dapat ikut melakukan proses penyelesaian perkara di pengadilan 

setempat. 

Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dan Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung di pengadilan tingkat 

pertama dianggap berhasil karena kondisi ini meningkatkan kinerja penyelesaian 

perkara dan transparansi. Akibatnya, Mahkamah Agung kembali meluncurkan 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama.9Selain 

itu, sistem lain yang dibuat oleh Mahkamah Agung menunjukkan tren yang baik 

dalam masyarakat. Karena itu, Mahkamah Agung melakukan kemajuan besar 

dengan menciptakan sistem Pengadilan Elektronik (juga dikenal sebagai "sistem 

e-court"). Sistem ini dimaksudkan untuk membantu para pencari keadilan dalam 

proses beracara di Pengadilan. 

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan 

terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran 

secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, 

jawaban,) dan persidangan secara online.10E-Court diterapkan untuk mewujudkan 

visi dari Mahkamah Agung itu sendiri yang mana tertuang dalam cetak biru 

 

8 Ali, “Ini 10 Masalah Peradilan di Indonesia versi Bagir Manan” 

https://www.hukumonline.com/diakses pada 9 September 2023 pukul 14:55 WIB. 
9 Mahkamah Agung RI, “Mulai 2 Januari 2020, Seluruh Masyarakat bisa Menggunakan 

E-Litigasi”https://www.mahkamahagung.go.id/ diakses pada 9 September 2023 pukul 15:02 WIB 
10 Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Buku Panduan E-Court 2019”, hlm. 7 

https://www.hukumonline.com/
https://www.mahkamahagung.go.id/
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11Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: MA 

RI, 2010), hlm. 14 

 

 

 

 

 

 

 

pembaharuan peradilan pada poin ke-10 yakni mewujudkan suatu peradilan 

modern yang berbasis teknologi informasi terpadu. Terkait hal ini muncul 

modernisasi manajemen perkara yang berbasis elektronik, mulai dari tahap 

administrasi hingga proses persidangan yang dilakukan secara online.11 

Menurut Ni Putu Rivani Kartika Sari, secara teoritis aplikasi e-court ini 

berguna dalam pemeriksaan melalui media telekonferensi atau pemeriksan jarak 

jauh dalam tahap pembuktian karena tidak harus menunggu kehadiran orang yang 

akan diperiksa di sidang pengadilan, dengan adanya telekonferensi tersebut, 

proses berencana menjadi cepat dan efisien. Sedangkan secara praktis, aplikasi e- 

court ini memberikan suatau pelayanan secara cepat, biaya yang ringan dan dalam 

suatu perkara dapat melalui proses yang efektif , efisien, cepat, dan tidak berbelit- 

belit. 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 memberi 

banyak perubahan pada administrasi peradilan. Hadirnya e-filling (pendaftaran 

perkara secara online), e-payment (pembayaran panjar biaya), e-summons 

(pemanggilan para pihak), merupakan terobosan baru dilihat dari sudut pandang 

hukum perdata, akan tetapi hanya memberikan kesempatan kepada Advokat yang 

mendaftar untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut. Advokat yang belum 

terdaftar ataupun pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam proses berperkara secara elektronik. Seiring berjalannya waktu, PERMA 

Nomor 3 Tahun 2018 digantikan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan 



6 

12 Rio Satria, “Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama” 
https://papurworejo.go.id/diakses pada 12 September 2023 pukul 19:08 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik .12 

Perkara perceraian merupakan perkara contensius yang dapat diselesaikan 

di Pengadilan seperti yang disebutkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang Pengadilan setelah tidak ditemukan titik terang untuk kedua belah 

pihak pada saat didamaikan oleh Pengadilan. Penulisan skripsi ini menggunakan 

kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 

526/Pdt.G/2023/PA.ME yang bermula dari Penggugat dan Tergugat merupakan 

pasangan suami-istri sah yang melaksanakan akad nikah di Kecamatan 

Gelumbang, pada tanggal 03 Agustus 1986 dan tercatat di Kantor Urusan Agama 

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 345/28/11/1988. Selama membangun bahtera 

rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Guru SD Talang 

Taling Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. 

Seiring berjalannya waktu, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 

menghasilkan tiga anak yang tumbuh dengan baik. Namun pada tahun 2000, 

rumah tangga mereka terguncang oleh keluarga dan kebersamaan yang 

disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering marah, melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga, tidak memberi nafkah, dan menikah dengan wanita lain 

tanpa sepengetahuan Penggugat. Pertengkaran tersebut mencapai puncaknya 

ketika Tergugat melakukan kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas dan 

meninggalkan rumah selama 23 tahun tanpa memberi kabar, nafkah, atau itikad 

https://papurworejo.go.id/
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13 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam 
14 Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam 

 

 

 

 

 

 

 

baik untuk memperbaiki rumah tangga. Akibatnya, tujuan perkawinan untuk 

mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin 

tercapai, sehingga Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan 

tersebut. Berdasarkan alasan-alasan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi 

unsur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Pasal-pasal 

tersebutmenentukan bahwa: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga”.13Dan memenuhi unsur dalam Pasal 116 huruf (b), yang 

menetukan bahwa sebagai berikut:Salah satu pihak meninggalkan yang lain 

selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada 

alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.14 

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. 

Dalam konteks hukum Islam, perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian 

dapat dilakukan jika suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami dan 

istri. Jika pengadilan berkesimpulan bahwa pihak tidak mungkin lagi didamaikan, 

maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian.Jadi, perceraian 

dapat dilakukan jika terdapat cukup alasan dan jika suami dan istri tidak akan 

hidup rukun sebagai suami dan istri. Selain itu, Menurut Pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan 
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15 Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan 
16 Pasal 132 Ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam 

 

 

 

 

 

 

 

karena sebab kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 39 

Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian 

harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai 

suami isteri. Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 

Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak mendamaikan kedua 

Belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 

perundang-undangan tersendiri.15 

Pasangan suami istri yang ingin bercerai harus mengikuti ketentuan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam proses perceraian 

berdasarkan KHI, terdapat dua istilah yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai 

gugat hanya dapat diajukan oleh istri berdasarkan Pasal 132 ayat 1 KHI. Gugatan 

perceraian diajukan oleh istri melalui pengadilan agama di daerah tempat tinggal 

penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. 

Gugatan perceraian dapat diterima jika tergugat menyatakan atau 

menunjukkan sikap tidak ingin lagi tinggal bersama.16 Meskipun dalam hukum 

Islam perceraian sah tanpa melalui pengadilan, di Indonesia proses perceraian 
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harus dilakukan di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah 

dalam pendataan kasus perceraian dan untuk memperoleh harta gono-gini yang 

diperoleh selama perkawinan. Selain itu, perceraian juga dilakukan di pengadilan 

untuk memperoleh hak asuh anak pasca perceraian. Permohonan cerai gugat dapat 

didaftarkan secara elektronik, seperti yang terjadi dalam Perkara Nomor 

526/Pdt.G/2023/PA.ME. Penggugat dapat mendaftarkan perkaranya melalui e- 

court atau pendaftaran elektronik. Tahapan persidangan elektronik meliputi 

pemanggilan, persidangan upaya damai, persidangan tahap jawab menjawab, 

intervensi pihak ketiga (jika ada), persidangan tahap pembuktian, persidangan 

tahap kesimpulan dan pembacaan putusan, serta upaya hukum. 

Meskipun persidangan dilakukan secara elektronik, masih ada titik-titik 

tertentu yang harus dihadiri oleh para pihak yang berperkara.Proses persidangan 

elektronik harus disetujui oleh semua pihak yang berperkara dan persetujuan ini 

harus disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim. Setelah mediasi 

dinyatakan gagal, proses selanjutnya adalah pemeriksaan pokok perkara. Dalam 

persidangan pertama setelah mediasi gagal, Ketua Majelis Hakim akan 

menanyakan kepada para pihak apakah mereka setuju atau tidak setuju untuk 

melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara elektronik. Jika ada pihak yang 

tidak hadir atau jika ada pihak yang tidak memberikan persetujuan, maka proses 

pemeriksaan perkara selanjutnya tidak dapat dilakukan secara elektronik.17 

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, persidangan elektronik hanya 

dapat dilakukan dengan persetujuan Penggugat dan Tergugat. Jika pihak Tergugat 

 

17 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: MA 

RI, 2010), hlm. 25 
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tidak setuju atau tidak dapat dimintakan persetujuan karena tidak hadir, 

persidangan elektronik tidak dapat dilakukan. Menurut Pasal 15 dan 17 PERMA 7 

Tahun 2022, peraturan yang mengatur pemanggilan tergugat yang tidak terdaftar 

memberikan "jalan keluar" dengan prosedur berikut :18 

(1) Tergugat dipanggil secara elektronik apabila dalam gugatan telah 

dicantumkan alamat domisili elektroniknya; 

(2) Apabila tergugat tidak memiliki domisili elektronik, 

pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui surat tercatat; 

(3) Para pihak yang berada di luar negeri dipanggil secara elektronik apabila 

domisili elektroniknya diketahui; 

(4) Para pihak yang berada di luar negeri yang tidak diketahui domisili 

elektroniknya dipanggil menggunakan prosedur yang berlaku. 

PERMA ini mengatur tentang persidangan secara elektronik, yang 

merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan 

dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasiyang dilakukan 

oleh Mahkamah Agung mendapat apresiasi karena memiliki tujuan yang 

diharapkan memberikan manfaat bagi pencari keadilan. Namun, penggunaan dan 

pelaksanaan peradilan elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang 

disebabkan oleh ketidakmerataan teknologi dan informasi serta tingkat literasi 

masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. 

Salah satu masalah yang muncul adalah bukti yang dapat dipalsukan dengan 

mudah jika diunggah secara elektronik dan hakim tidak memeriksanya secara 

 
18 Pasal 15-Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 
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langsung. Selain itu meskipun kasus telah mencapai tahap pembuktian, sebuah 

perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dapat dengan mudah digugurkan 

hanya karena kesalahan dalam mengunggah dokumen. Terdapat masalah dengan 

keaslian dokumen dan metode bukti yang digunakan dalam pengadilan elektronik. 

Proses pembuktian online dan pemeriksaan saksi masih menjadi perdebatan. 

Banyak orang juga mempertanyakan keamanan sistem informasi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia. Saat ini, Mahkamah Agung belum menetapkan 

peraturan yang akan mengatur risiko pengelolaan e-court jika terjadi masalah 

sambungan jaringan yang menyebabkan pihak tidak dapat menerima dokumen 

yang dikirimkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam bentuk skripsi yang berjudul : Penerapan Sistem E-Court Dalam 

Penyelesaian Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Muara 

Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME). 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana pengaturan mengenai sistem e-court dalam penyelesaian 

perkara cerai gugat ? 

2. Bagaimana penerapan sistem e-court dalam penyelesaian perkara cerai 

gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 

526/Pdt.G/2023/PA.ME? 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian ini 
 

adalah: 
 

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang sistem e-court dalam 

penyelesaian perkara cerai gugat 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem e-court dalam 

penyelesaian perkara cerai gugat studi Putusan Pengadilan Agama 

Muara Enim Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini dharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai penerapan sistem e- 

court dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, dapat dijadikan studi 

kepustakaan serta menjadi bahan lanjutan penelitian bagi peneliti yang 

akan meninjau persoalan serupa. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis terhadap penulis, 

masyarakat dan Pemerintah. 

a. Terhadap Penulis 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis serta secara khusus 
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dalam memahami lebih dalam lagi terkait pengaturan dan penerapan 

sistem e-court dalam penyelesaian perkara cerai gugat. 

 
 

b. Terhadap Masyarakat 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi menjadi referensi 

pemikiran dan wawasan terhadap masyarakat dalam memberikan 

informasi, pengetahuan dan masukan mengenai kemudahan berperkara 

secara elektronik. 

c. Terhadap Pemerintah 

 

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menjadi 

informasi tambahan serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan e-court. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan 

batasan penelitian, mempersempit suatu masalah, serta membatasi area penelitian. 

Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya dibatasi membahas 

mengenai pengaturan sistem e-court dalam penyelesaian perkara cerai gugat dan 

penerapan sistem e-court dalam penyelesaian perkara cerai gugat pada putusan 

Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME. 

F. Kerangka Teori 

 

Untuk membahas dan menganalisis rumusan masalah yang telah dirumuskan, 

penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Efektivitas Hukum dan 

Teori Hukum Responsif. 
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1. Teori Kepastian Hukum 

 

Kepalstialn  hukum  merujuk  paldal  peneralpaln  hukum  yalng  jelals,  konsisten, 
 

danl konsekuen  yalng  tidalk  dipengalruhi  oleh  kealdaal ln  subyektif.  Pentingnyal 
 

kepasl tialn  hukum  sebalgalimalnal  diatl ur  dallalm  Palsall  28  D  alyalt  (1)  Undalng- 
 

Undalng  Dalsalr  1945  Perubahl   aln Ketigaal dl  allalh balhwal setialp oralng  berhalk atl asl 
 

pengalkualn, jalminaln perlindungaln, kepasl tialn hukum yalng adl  il, daln perlakul aln 
 

yalng  salmal  di  haldapl  aln  hukum.  Prinsip  kepalstialn  hukum  telalh  dialmalnatl kanl 
 

oleh   konstitusi   daln   waljib   diterapl  kaln   padl 

perundalng-undalngaln.19 

al   setiapl perumusaln   peratl uranl 

Kepalstialn  hukum  halrus  senalntialsal  dijunjung,  tanl  pal allalsaln  untuk  tidakl 
 

mematl uhinyal,  kalrenal  hukum  positif  adl  alla lh  saltu-satl unyal  hukum.  Kepastl   ialn 

hukum   yalng   dimalksud   aldallalh   hukum   yalng   resmi   diperundalngkaln   daln 

dilakl  salnakl  aln dengaln palsti oleh Negalra.l  Kepalstialn hukum beralrti balhwal setiapl 
 

oralng   dalpalt   menuntut   algarl hukum  dilakl  salnalkanl daln  tuntutanl itu   harl us 
 

dipenuhi. 

 

Menurut  Saltjipto  Ralhalrdjo, untuk mendirikaln negalral hukum memerlukaln 
 

suatl u proses yalng palnjalng, tidakl halnyal peratl uranl  -peralturaln hukum saljal  yalng 
 

halrus ditatl al kelolal dengaln balik, nalmun dibutuhkaln sebualh kelembalgalaln yalng 
 

kuatl danl kokoh   dengaln   kewenalngaln-kewenalnganl yalng   lualr   bialsal   danl 
 

independen, bebals darl i intimidalsi altalu calmpur talnganl   eksekutif daln legislatl if, 
 

yalng  dilalksalnakl  aln oleh sumber  dalyal  malnusial  yalng  bermorall teruji sehinggal 
 

 

 

 

 

19 Ibid., hlm. 12. 
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20 Friedrich. C. J, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 

2004) hlm. 240. 

 

 

 

 

 

 

 

tidakl mudalh   terjatl uh   di   lualr skemal   yalng   diperuntukkaln bagl  inyal   demi 
 

terwujudnyal suatl u kepalstialn hukum yalng syarl atl  akanll   keadl  ilaln. 

 

Hukum  bukaln  halnyal  urusaln  (al  business  of  rules),  tetalpi  jugal  perilalku 

(maltter   of   behavl  ior).20Kepalstialn   hukum   dirumuskaln   dengaln: Pertamla l, 

Berdalsarl kaln kalidalh hukum yalng lebih tinggi; daln Kedua,l  Terbentuknyal yalng 
 

sesuali dengaln carl al yalng telalh ditetapl kanl . Kepalstialn hukum salngatl  diperlukaln 
 

untuk   menjalmin   ketentralmaln   daln ketertibaln   dallalm   malsyalrakl  atl karl enal 
 

kepasl tialn hukum mempunyali sifalt sebalgali berikut: 

 

a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas 

mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara 

alat-alatnya; dan 

b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. 

 

Sikalp lalhir malnusial menjaldi fokus kepalstialn hukum, talnpal memperhatl ikaln 
 

alpakl  alh   sikapl balt in   seseorangl balik altaul buruk. Kepasl tialn hukum   tidakl 
 

memberikaln  salnksi  kepadl  al  seseoranlg yalng  memiliki  sikalp batl in  buruk,  nalmun 
 

memberikaln  salnksi  terhadl  apl tindakl  aln  nyatl al  yalng  merupakl  aln  malnifestalsi  darl i 
 

sikalp baltin buruk tersebut.Untuk mencalpali kepalstialn dallalm hukum, hukum harl us 

didalsalrkaln paldal undalng-undalng  yalng tidalk  salling  bertentanl  galn.  Undalng-undalng 

tersebut  halrus  didalsalrkaln  padl  al  kenyatl ala nl hukum,  daln  tidakl aldal  istilalh  hukum 
 

yalng dalpatl  ditalfsirkaln secarl al berbeda.l 
 

Selalin itu kepalstialn beralrti balhwal dallalm situalsi konkret, kedual pihalk yalng 

berselisih dalpalt menentukaln posisi merekal. Tugals hukum adl  allalh untuk menjalmin 
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21 Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1983) 
hlm. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

kepalstialn   dallalm   hubungaln-hubungaln   yalng   aldal   dallalm   malsyarl akl  atl .Selalin   itu, 
 

hukum   jugal   bertugals   untuk   menjalmin   kepalstialn   hukum   dallalm   hubungaln- 
 

hubungaln yalng aldal dallalm malsyarl akl alt. Jikal tidakl aldal kepalstialn hukum yalng jelals, 
 

malsyalrakl atl akl aln bertindalk sewenalng-wenalng kalrenal  mengalnggalp balhwal  hukum 
 

tidalk  palsti daln  tidalk  jelals.  Kepalstialn  hukum  jugal  merupakl  aln  dasalrl darl i  prinsip 
 

legallitals.  Kepalstialn  hukum  itu  sendiri  jugal  menjadl  i dasarll darl i perwujudaln  alsals 
 

legallitals.  yalng  berpendapl 

yaitu: 21 

atl   balhwal  kepalstialn  hukum  dapl alt  dilihatl dalri  dual  sisi 

a. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan 

kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap 

hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan 

dan berdasarkan peraturan peraturan hukum; dan 

b. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. 

 

Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu 

merupakan batas kekuasaan bertindak negara. 

Kepastian   hukum  jugal   memiliki  peraln   sebalgali   sualtu   ketentualn  altaul 
 

peratl uraln  hukum  sualtu  negalral  yalng  dalpalt  menjalmin  halk  daln  kewaljibaln  setiapl 
 

walrgal negalral. Secalral normatl if, kepalstialn hukum tercapl  ali ketikal peralturanl   dibuatl 
 

danl diundalngkaln   dengaln   jelasl daln   logis.   Jelasl berarl ti  tidakl menimbulkaln 
 

keralguanl ,  sedalngkaln  logis  beralrti  tidakl menimbulkaln  konflik  danl kebingungaln 
 

alntalral normal-normal dallalm sistem hukum. 
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2015, hlm. 258-259. 

 

 

 

 

 

 

 

Kepalstialn  hukum  jugal  merupalkaln  ciri  yalng  tidalk  dalpalt  dipisalhkaln  dalri 

hukum,  terutalmal  untuk  normal-normal  hukum  tertulis.  Hukum  talnpal  kepalstialn 

alkanl kehilalngaln malknal karl enal tidalk dalpalt  digunakl aln sebalgali pedomaln perilakl  u 
 

bagl i  setialp  individu.  Kepalstialn  hukum  dialnggapl sebalgali  sallalh  saltu  tujualn  dalri 
 

hukum.  Kepalstialn hukum memalstikaln balhwal seseoralng dalpatl   berperilakul sesuali 
 

dengaln   ketentuanl hukum   yalng   berlalku,   sedangkanll tanpl  al   kepastl   ialn   hukum, 
 

seseoranl  g tidakl   memiliki pedomaln yalng jelals dallalm menjallalnkaln perilaku.l Dallalm 
 

kehidupaln bermalsyalrakl  atl , kepastl   ialn hukum salngatl berhubungaln dengaln 
 

ketertibaln dallalm hukum. 

 

Kepalstialn  hukum  mencalkup  kesesualialn  normaltif  balik  dallalm  ketentualn 
 

maul  pun putusaln hakl  im.  Kepalstialn hukum mengalcu pald al pelalk salnaall  n kehidupaln 
 

yalng  jelals,  teraltur,  konsisten,  danl konsekuen,  daln tidakl dalpalt  dipengalruhi  oleh 
 

keadl aal  ln   subjektif   dallalm   kehidupaln   malsyalrakl  alt.   Intinyal, kepalstialn   hukum 
 

menekalnkaln  pentingnyal  tegalknyal  hukum  atl alu  peralturanl sesuali  dengaln  yalng 
 

diinginkaln  oleh  bunyi  hukum/peralturaln  tersebut.  Setialp  oranl  g  mengharl alpkaln 
 

Hukum  halrus  berlalku  sebalg alimalnal  yalng  diatl ur,  sehinggal  padl  al  dalsalrnyal  tidalk 

diperbolehkaln  untuk  menyimpalng,  balhkaln  jikal  dunial  ini  halncur,  hukum  tetalp 

halrus ditegalkkaln. Itulalh yalng diinginkaln oleh kepalstialn hukum. Kepalstialn hukum 

berfungsi sebalgali perlindungaln  yustisialbel terhaldalp  tindalkaln sewenalng-wenalng, 

yalng  beralrti  balhwal  seseoralng  dalpatl   memperoleh  apall   yalng  diharapkallln  dallalm 

situalsitertentu.22Malsyalrakl  atl menghalrapkl aln   adl  alnyal   kepastl   ialn   hukum,   karl enal 
 

 

 

22 Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan 

Terhadap Perkara Pidana Anak”, Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Jakarta, Volume 8, Nomor 3, 
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24 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

dengaln aldalnyal kepalstialn hukum,  malsyarl alkalt akl  aln lebih teratl ur. Hukum bertugasl 
 

menciptalkanl   kepalstialn hukum karl enal tujualnnyaladallal  lh ketertibaln malsyarakat.lll 
 

Teori kepalstialn  hukum  menurut  palral alhli di atl als  yalng  menjadl  i pedomaln 
 

dallalm  penulisaln  skripsi  ini,  dimalnal  peralturaln-peralturaln  yalng  aldal  khusus  yalng 

terkalit  dengaln  pelalksalnalaln  e-court  di  pengaldilaln  dapl  atl   memberikaln  kepastl   ialn 

hukum   kepaldal   malsyalralkatl pencalri   kealdilaln,   agarll terwujud   ketertibaln   danl 
 

keadl  ilaln balgi seluruh malsyalralkatl   Indonesial. 

 

2. Teori Efektivitas Hukum 

 

Katl al  "efektif"  beralsall dalri  balhalsal  Inggris  "effective"  yalng  merujuk  padl  al 

kesuksesaln  altalu  keberhalsilaln  suatl u  tindalkaln.  Menurut  kalmus  ilmialh  populer, 

efektivitals didefinisikaln sebagl ali ketepaltanl penggunalaln,  halsil yalng  bergunal,  atl aul 
 

kontribusi terhaldapl   tujualn tertentu. Dallalm Kalmus Besarl   Bahasll  al Indonesial, efektif 
 

dialrtikaln sebagl  ali sesualtu  yalng  memiliki efek  sejalk dimulalinyal berlakl   unyal  suatl u 

undalng-undalng  altaluperalturanl  .23Sementalral  itu,  efektivitals  merujuk  paldal  keadl  alaln 

di  malnal  sesualtu  diperalnkaln  untuk  memalntalu.24  onteks  hukum,  "sesualtu"  yalng 

dimalksud  di  sini aldallalh  hukum.  Katl al  efektivitals  beralsall dalri  kaltal  efektif,  yalng 

menunjukkaln terjadl  inyal efek altalu alkibatl  yalng diinginkaln dallalm sualtu tindalkaln. 

 

Padl  al  dalsalrnya,l   efektivitals  aldallalh  tingkatl   keberhalsilaln  dallalm  mencapall i 
 

tujualn.  Efektivitals  merupakl  aln  pengukuraln 
yalng 

tercapallinyal  sasla rall   n  altaul tujualn 

 

telalh ditetapl  kaln sebelumnyal. Hukum memiliki fungsi sebalgali allatl   kontrol sosiall, 

yalitu  upalyal  untuk  menciptalkaln  kondisi  seimbalng  dallalm  malsyalralkatl ,  dengaln 

tujualn menciptalkaln kealdalaln yalng halrmonis alntarl al stalbilitasl   daln perubalhaln dallalm 
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24 Ibid 

 

 

 

 

23 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 284. 



20 

26 Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

malsyarl alkatl . Selalin  itu, hukum jugal  memiliki fungsi sebalg ali allalt  rekalyalsal sosiall, 
 

yalng  bertujualn untuk  memperbalhalrui  masl  yalralkalt.  Hukum dapl  atl   berperanl dallalm 
 

mengubalh   polal   pikir   malsyalrakl alt   dalri  tradl  isionall  ke   rasl  ionall  atallu modern. 
 

Efektivisalsi hukum adl  alal   lh proses yalng bertujualn untuk membuatl   hukum berlakul 

secalral efektif. 

 

Untuk  mengetahl  ui  seberapl  al  efektif  hukum  tersebut,  kital  halrus  malmpu 
 

mengukur   sejaluh  malnal  hukum  tersebut   dipatl uhi  oleh  malyoritals  pihalk   yalng 
 

menjaldi  talrget  ketaal ltalnnya.l Jika  latl uranl hukum  tersebut  dipatl uhi,  malkal  dalpalt 
 

dikaltakl  anl balhwal  atl uranl tersebut   efektif.   Nalmun  demikialn,   wallaupul   n  atl uranl 
 

tersebut  dialnggalp  efektif  jikal  dipaltuhi,  nalmun  deraljalt  efektivitalsnyal  tetalp  dapl  atl 
 

dipertanl yakl aln kalrenal ketalaltanl   seseorangl terhada atl uraln hukum bergalntung paldal 
 

kepentingalnnyal.25Fakl 

umum antara lain: 26 

tor-falktor  yalng  mengukur  ketalaltaln  terhaldalp  hukum  secarl al 

 

a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari 

orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. 

b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah 

dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. 

c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 

 

d. Jika   hukum   yang dimaksud adalah perundang-undangan,maka 

seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 

 
 

25 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 

2009), hlm. 375. 
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mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih 

mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan 

(mandatur). 

e.  Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan 

sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. 

f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus 

proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 

g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 

pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, 

memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya 

memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). 

h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, 

relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang 

bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang 

menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. 

i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga 

tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum 

untuk menegakkan aturan hukum tersebut. 

j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga 

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di 

dalam masyarakat. 
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Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Mumnres yang 

berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada 

umumnya, melainkan kataatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali 

sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :27 

a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktorfaktor 

apa yang mempengaruhinya; 

b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor- 

faktor apa yang mempengaruhinya. 

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat 

dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak 

tergantung pada beberapa faktor, antara lain :28 

a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 

 

b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 

 

c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di 

dalam masyarakatnya. 

d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak 

boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), 

yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation 

(undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

 

 
 

27 Ibid., hlm. 376. 
28 Ibid., hlm. 378. 
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Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak 

mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan 

optimal pelaksanaaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik 

di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam 

penegakan perundang-undangan tersebut.29 

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam 

penegakan hukum pada lima hal yakni faktor hukum, faktor penegakan hukum, 

faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor 

kebudayaan.30 

1. Faktor Hukum 
 

Hukum berperaln dallalm menciptakl aln kealdilaln,  kepalstialn,  danl kemalnfalaltanl  . 
 

Nalmun, dallalm pralktiknyal, terkaldalng terjaldi konflik alntarl al kepalstialn hukum 
 

danl keadl  ilaln.   Kepalstialn   hukum   bersifatl konkret   daln   nyalta,l sementalral 
 

kealdilaln bersifatl   albstralk, sehinggal ketikal  halkim memutuskaln sualtu perkalral 

berdalsalrkaln   penerapl  aln   undalng-undalng   salja,l nilali  kealdilaln   tidakl selallu 

tercapl  ali.   Oleh   kalrenal   itu,   dalall   m   menalngalni  malsallalh   hukum,   keadl  ilaln 
 

setidalknyal halrus menjadl i prioritals utalma.l Hall ini kalrenal hukum tidalk halnyal 
 

dilihatl  darl i sudut panldalng hukum tertulis salja.l 31 

 
2. Faktor Penegakan Hukum 

 

 

 

 

29 Ibid., hlm.379. 
30 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5 
31Ibid., hlm. 8 
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Dallalm  menjallalnkaln  fungsi  hukum,   mentallitals  altalu  karl akl  teristik  petugasl 
 

penegalk  hukum  memiliki  peraln  yalng  penting.  Jikal  peratl uraln  sudalh  balik, 
 

tetalpi kuallitals petugasl   kurangl balik,  akl  aln  muncul  malsallalh.  Selalmal  ini,  adl  al 
 

kecenderungaln  kuatl di  kallalngaln   malsyalrakl  atl untuk   mengalrtikaln  hukum 
 

sebagl  ali  petugasl atl aul penegakl hukum,   yalng   beralrti  hukum  diidentikkaln 
 

dengaln  perilalku  nyatl al  petugals  altaul penegakl hukum.  Nalmun,  salyalngnya,l 
 

dallalm  pelalksalnaal  ln  tugasl  nyal   sering   muncul  malsallalh  karl enal   sikapl atl aul 
 

perlalkualn  yalng  dialnggapl melalmpalui  wewenalng  atallu tindakalln  lalin  yalng 
 

merusalk citral daln otoritals penegalk hukum. Hall ini disebalbkaln oleh kuallitals 

rendalh dalri apl  alratl  penegalk hukum tersebut.32 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

 
Faktor  pendukung  yalng  meliputi  salralnal altalu  falsilitals  mencalkup  peralngkatl 

 

lunalk   daln  peralngkatl kerals.   Menurut   Soerjono   Soekalnto,   parall penegakl 
 

hukum  tidalk  dalpatl bekerjal  secalral  efektif  jikal   tidakl dilengkapl  i  dengaln 
 

kendalralaln  daln  allalt  komunikalsi  yalng  sesuali.  Oleh  kalrenal  itu,  salralnalatl alu 
 

falsilitals  memalinkaln  peraln  yalng  salngatl   penting  dallalm  penegakl  aln  hukum. 
 

Talnpalaldalnyal sarl alnalaltaul falsilitals  tersebut, penegalk hukum tidalk  akalln dapaltl 
 

menjallalnkaln peraln yalng sehalrusnyal dengaln malksimall.33 
 

 

4. Faktor Masyarakat 

Penegalk   hukum   beralsall   dalri   masl  yarl alkatl 

 

 
danl memiliki   tujualn   untuk 

 

menciptakl  anl perdalmalialn   di   dallalm   malsyalralkatl .   Setialp individu altalu 
 

 
32 Ibid., hlm. 21 
33Ibid., hlm. 37 
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kelompok   dallalm   masl  yalralkalt   memiliki   tingkalt   kesadl  arl aln   hukum   yalng 
 

beralgalm.  Nalmun,  persoallaln  yalng  muncul aldallalh tingkatl   kepatl uhanl hukum, 
 

balik  itu  tinggi,  sedalng,  altalu  rendalh.  Tingkalt  kepaltuhanl hukum  malsyalrakl  alt 
 

terhaldalp hukum merupakalln sallalh satl u indikatl or yalng  menunjukkaln apakalll h 

hukum tersebut berfungsi dengaln balik. 

5. Faktor Kebudayaan 

 

Kebudalyalaln  padl  al  dalsalrnyal  mencalkup  nilali-nilali  yalng  menjadl   i  dalsalr  dalri 

hukum  yalng  berlalku.  Nilali-nilali  ini  merupalkaln  konsepsi-konsepsi  albstrakl 

mengenali  alpal  yalng  dialnggalp  balik  danl apl  al  yalng  dialnggalp  buruk.  Oleh 

karl enal  itu,  kebudalyala ln  Indonesial  menjadl  i  lalndalsaln  atl alu  dasl  arl   dalri  hukum 
 

aldalt yalng berlakl  u. Selalin itu,  jugaal  ldal hukum tertulis (perundalng-undalngaln) 

yalng   dibentuk  oleh  golongaln   yalng   memiliki  kekualsalaln  daln  wewenalng 

dallalm malsyalrakl  atl . Hukum perundalng-undangl aln tersebut harl us 
 

mencerminkaln  nilali-nilali  yalng  menjadl 

dalpatl  berlalku secarall efektif.34 

i  dalsalr  dalri  hukum  aldalt,  sehinggal 

 

Kelima  falktor  di atl als  salling  terkalit  eralt,  karl enal  merupalkaln hall utalmal  dallalm 
 

penegalkaln  hukum,   sertal   sebalgali  ukuraln  efektivitals   penegakl  aln  hukum.   Dalri 
 

kelimal  falktor  penegalkaln  hukum  tersebut,  falktor  penegakl  aln  hukum  itu  sendiri 
 

menjaldi titik sentrallnyal. Hall ini disebalbkaln oleh falktal balhwal undalng-undalngnyal 

disusun oleh penegalk  hukum, penerapall nnyal dilakl  ukanl   oleh penegalk  hukum, danl 

 

 

 
34 Iffa Rohmah, “Penegakkan Hukum” http://pustakakaryaifa.blogspot.com. diakses pada 

19 September 2023 pukul 20:28 WIB. 

http://pustakakaryaifa.blogspot.com/
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penegalkaln hukum itu sendiri jugal menjald i palnutaln oleh malsyalrakl atl luals.35 Teori 
 

efektivitals hukum yalng telalh dikemukalkaln oleh parl a ahlill   menjaldi pedomaln bagl  i 
 

penulis  dallalm  melalkukaln  penelitialn  tentalng  pelalksalnalaln  e-court  di pengaldilaln. 
 

Sejaul h malna al  lturaln-alturaln mengenali   e-court   diteralpkaln   dallalm  aldministralsi 
 

perkalral daln persidalngaln secarl al elektronik di pengadl  ilaln, terutamall dallalm perkarl al 
 

perdatl al. 

 

3. Teori Hukum Responsif 

 

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang baik seharusnya 

memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Hukum 

tersebut harus berkompeten dan juga adil. Hukum harus mampu mengenali 

keinginan publik dan mempunyai komitmen terhadap tercapainya keadilan 

substantif.36 Hukum responsif menekankan beberapa hal, yaitu :37 

a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum. 

 

b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dan prinsip-prinsip dan kebijakan. 

 

c. Pertimbangan hukum harus berorientasikan pada tujuan dan akibat bagi 

kemaslahatan masyarakat. 

d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan 

hukum dengan tetap berorientasikan pada tujuan. 

e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan. 
 

f. Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum. 
 

 
 

 

 

 
hlm. 6. 

35Ibid., hlm. 53. 
36 Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, (Bandung: Nusamedia, 2007), 

 
37 Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 

(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 207 
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g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam 

melayani masyarakat. 

h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap 

legitimasi hukum. 

i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi 

hukum dan sosial. 

Wacana  hukum  responsif  terus  bergeralk  malju  daln  mengubalh  palraldigmal 

lalmal  dallalm  penegalkaln  hukum  di  Indonesial.  Ini  menjaldi  halralpaln  besalr  balgi 

perbalikaln  hukum  yalng  telalh  lalmal  diidalmkaln  oleh  seluruh  rakl  yatl Indonesial. 
 

Palralalhli  hukum  semalk in  alktif dallalm  memperkenallkaln  konsep  hukum  responsif 

kepaldal malsyarakatlll , daln sallalh satl u ahlil   yalng dekatl  dengaln konsep tersebut adall lalh 

Satl jipto  Rahl  arl djo.  Ralhalrdjo  mengembalngkaln  konsep  hukum  responsif  menjadl  i 
 

hukum progresif dallalm konteks Indonesial.  Dial dengaln tegasl   menyaltakall n balhwal 
 

hukum progresif menolalk pendekaltanl anal lytical ll jurisprudence atal   ul 
 

rechtsdogmaltiek,   daln   sejallaln   dengaln   alliraln   legall   reallism,   freirechtslehre, 

sociologicall   jurisprudence,   interessenjurisprudenze,   teori   hukum   allalm,   daln 

criticall legall studies. 

Teori  hukum  progresif   merupalkaln  pengembalngaln   lalnjutanl dalri  konsep 
 

hukum    responsif    yalng    bersumber    dalri    legall    reallism    daln    sociologicall 

jurisprudence.  Seperti  yalng  diungkalpkaln  oleh  Nonet  daln  Selznick,  teori  Pound 

tentalng  kepentingaln-kepentingaln  sosiall  merupalkaln  upalyal  yalng  lebih  eksplisit 
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untuk mengembalngkaln model hukum responsif.38 Hukum responsif adl  allalh tradl  isi 

reallisme hukum (legall reallism) daln sosiologi hukum (sociologicall jurisprudence) 

yalng memiliki fokus utalmal padl  al membukal baltalsan-l   batl asall   n pengetahul aln hukum. 
 

Hukum  responsif  berupalyal  mengatl alsi  permalsallalhaln  alntarl al  integritals  daln 

keterbukalaln.  Sebualh  institusi  responsif  mempertalhalnkaln  hall-hall  yalng  penting 

bagl i integritalsnyal salmbil memperhatl ikaln keberadl  aalln kekuatalnl balru di sekitarl nya.l 
 

Hukum responsif memperkuatl  carall- carall di malnal keterbukaalln daln integritasl   dapallt 
 

salling mendukung, meskipun terkaldanl g terjadl i benturanl di alntarl al kedualnyal. Teori 
 

hukum  responsif  yalng  dialjukaln  oleh  Nonet   daln  Selznick  kemudialn  balnyalk 

dialdopsi  daln   dikembalngkaln   oleh   Satl jipto   Raharll  djo,   meskipun   beliaul tidakl 

sepenuhnyal  mengalmbil  alpal  yalng  disalmpalikaln  oleh  Nonet  daln  Selznick  dallalm 

teori responsif tersebut. 

Saltjipto Ralhalrdjo  memberikaln istilalh yalng berbedal untuk hukum responsif, 

yalitu  hukum  progresif,  nalmun  belialu  dengaln  tegasl menyatl akl  anl balhwal  hukum 

progresif tetalp memiliki sifalt  responsif39Teori hukum responsif menurut parl alahlil 

yalng telalh dikemukalkanl di atalsl   menjadl  i pedomaln bagl  i penulis untuk melakukall n 

penelitialn  terkalit   pelalksalnalaln  e-court  paldal  pengaldilaln.  Sejaul  h  malnal  hukum 

berkembalng mengikuti pesaltnyal perkembalngaln malsyarl akl  atl , khususnyal di bidalng 
 

teknologi. 

 

G. Metode Penelitian 
 

 

 

 
38 Nonet dan Selznick, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, “Studi tentang wacana Hukum 

Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi” (Tesis: Program Pasca Sarjana 

Universits Sebelas Maret, Surakarta, 2017), hlm. 13 
39Ibid., hlm. 26 
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Penelitian hukum merupakan proses analisa yang meliputi metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala 

hukum tertentu, kemudia mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. 

Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, metode ini membantu 

proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan 

penelitian yang akan dicapai40. 

Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara 

sistematis yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu 

hukum.Dalam arti sempit, penelitian hukum dipahami terbatas pada karya-karya 

yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (yang tidak termasuk bahan-bahan 

seperti buku teks, buku kasus dll). 

1) Jenis Penelitian 

 

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

yang didukung dengan studi lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri 

Madmuji pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan 

dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data 

sekunder.41Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif, kerja peneliti 

dimulai dari fenomena yuridis yang kemudian menuju pada fakta sosial 

karena pada asumsinya hukum itu dianggap final serta memiliki posisi yang 

lebih tinggi dibanding masyarakat.42 

 
40 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, (Surabaya: Jakad Media, 

2020), hlm. 4 
41 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 23 
42 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 29 
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2) Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Analitis 

(Analytical Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang 

menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum 

utamanya. Dimana pendekatan ini bertujuan untuk menelaah peraturan 

perundang-undangan mana yang berkaitan dengan permasalahan/isu 

hukum yang sedang dihadapi. Contoh dari pendekatan ini yakni 

mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang- 

Undang Dasar, ataupun antara Undang-Undang yang setara. 

Adapun perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini 

diantaranya : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang 

Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang 

Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

b. Pendekatan Analitis (Analytical Approach) 

 
Pendekatan Analitis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan 

cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam 

perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian 

atau makna baru dari isitilah-istilah hukum dan menguji penerapannya 

secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hakim.43 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menelaah pada kasus-kasus terkait isu yang sedangdihadapi dantelah 

menjadi putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap.44 Adapun dalam penelitian ini menggunakan putusan pengadilan 

yang telah inkracht yakni Putusan Pengadilan Agama Muara Enim 

Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME 

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 
 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai 

otoritas.45Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

perundang-undangan,   catatan-catatan   resmi,   atau   risalah   dalam 

 

43 Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris 

(Yogyakarta:Pustaka Pajar, 2010), hlm. 34 
44Ibid., hlm. 66 
45Ibid., hlm. 67 
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pembuatan peraturan perundang-undangandan putusan hakim.46Pada 

penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan sebagai 

berikut: 

1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2018 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan 

Secara Elektronik.47 

2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah 

Agung.48 

3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama49 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.50 

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman.51 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.52 
 

46Ibid., hlm. 69 
47 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Administrasi dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, LN No 13 Tahun 

2022, TLN 1039 
48 Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2009, LN No 3 Tahun 2009, TLN No 4958. 
49 Indonesia, Undang-Undang Tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, LN No 159 Tahun 2009, 
TLN No 5078 

50 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, LN No 186 Tahun 2019, 

TLN 6401. 
51 Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009, LN No 157 Tahun 2009, TLN 5076. 
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7) Kompilasi Hukum Islam.53 

 

8) Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME.54 

 

9) Ketentuan lainnya  yang berkaitan langsung dan relevan dengan 

objek kajian 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat 

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder ini juga dapat diartikan sebagai publikasi mengenai 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun 

macam dari bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus- 

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas 

putusan pengadilan.55 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berperan sebagai 

pelengkap, dimana sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan 

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tersier yang terdapat dalam penelitian ini contohnya kamus hukum, 

kamus bahasa indonesia, ensiklopedia dll. 

 

 

 

 

 

 

52 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang 

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No 12 Tahun 1975, TLN 3050. 
53 Kompilasi Hukum Islam 
54 Putusan Nomor 526/Pdt.G/2023/PA.ME 
55Ibid, hlm 80. 



34 
 

 

 

 

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis pada 

penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan 

hukum dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier. Studi kepustakaan meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, 

literatur buku hukum, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Dari bahan-bahan hukum yang diperoleh teknik analisis bahan hukum 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan teknik analisis data 

yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang 

logis, teratur, tidak tumpang tindih dan efektif. Analisis kualitatif 

digunakan untuk menganalisis data yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, ataupun 

pandangan dari peneliti itu sendiri. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan 

deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari gagasan 

pernyataan yang bersifat umum menuju gagasan yang/pernyataan yang 

bersifat khusus. 
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